KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta 10710
Telepon: 3811244 — 3811642 — 3811654 — 38811658 — 3811679 — 3811779 — 3812216
(Hunting) 34833004 — 34833005
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1. Inspektur Jendral Jakarta, 1, Agustus 2013
2. Para Direktur Jenderal

3. Kepala Badan Litbang dan Diklat

4. Rektor UIN/IAIN dan IHDN

5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

6. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri

7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

8. Para Kepala Balai Diklat dan Litbang

Se — Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : SU/B.IV/4/Kp.01.2/4925 /08/2013
TENTANG
HIMBAUAN GRATIFIKAS| MENJELANG HARI RAYA

Sehubungan dengan Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor

B.1855/01-13/07/2013 tanggal 25 Juli 2013, hal Himbauan Gratifikasi Menjelang Hari Raya, yakni dalam
rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1434 H, hari raya Natal 2013, Tahun Baru 2014 dan perayaan
lainnya, dengan ini kami beritahukan sebagai berikut:

1.

Tembusan:

1.
2.

Bahwa terjadi kecenderungan peningkatan kebutuhan dan penambahan pengeluaran yang dapat
meningkatkan risiko terjadinya penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri (Pn) atau penyelenggara
negara (PN) terutama dari rekanan/pengusaha/masyarakat yang umumnya berkaitan dengan tugas
dan tanggungjawab PN/Pn;

Bahwa berdasarkan informasi pengaduan masyarakat dan hasil pemantauan KPK di lapangan,
terdapat sejumlah permintaan dana dan/atau hadiah untuk (dianggap sebagai) tunjangan hari raya
(THR) oleh sejumlah pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada masyarakat dan/atau
perusahaan, baik secara lisan ataupun tertulis, yang pada prinsipnya adalah dilarang karena
merupakan penyalahgunaan wewenang yang menjurus ke arah tindak pidana korupsi (TPK) atau
setidaknya dapat menimbulkan benturan kepentingan,;

Terkait dengan kebiasaan menjelang hari besar keagamaan dan perayaan lainnya, sering terjadi
pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negeri baik berupa uang,
bingkisan/parsel, fasilitas ataupun pemberian lainnya. Pada prinsipnya pemberian gratifikasi semacam
ini wajib ditolak. Namun apabila diterima secara tidak langsung atau tidak diketahui peristiwa
pemberiannya wajib dilaporkan kepada KPK;

Kepada Saudara diharapkan dapat melakukan pemantauan, pendataan, dan mengkoordinasikan
pelaporan penerimaan hadiah/gratifikasi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Saudara.
Selanjutnya laporan hasil kegiatan tersebut segera disampaikan kepada Inspektur Jenderal dengan
tembusan Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, sesuai format terlampir,
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penerimaan hadiah/gratifikasi tersebut; dan
Terhadap penerimaan bingkisan makanan yang dikhawatirkan kadaluwarsa dan dalam jumlah wajar,
dapat langsung disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan
disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya.

Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi



/AA UNIT ORGANISASI

REKAPITULASI PENERIMAAN HADIAH/GRATIFIKASI

Pegawai Negeri/Penyelenggaran Negara

Pemberi

Tanggal

Nama

Alamat

Jabatan

Nama

Jabatan

Penerimaan

Bentuk

Penerimaan

Penyaluran *)

Tanggal

Penerima

Alamat

Untuk makanan/barang yang cepat kadaluwarsa

mbar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan




